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LAMPIRAN 01 

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN 
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Nomor : 2020/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 1 Oktober 2024 

Lampiran : 1 (Satu) Gabung 

Hal : Pengumpulan Data 

 

Kepada Yth. : 

Kapolda Bali 

Jalan WR Supratman No.7, Sumerta Kauh, Kec. Denpasar Tim, 

Kota Denpasar - Bali 

di Tempat 

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN 

PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK 

PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data 

mengenai jumlah kasus kematian yang diakibatkan oleh tindak pidana serta berapa dari jumlah tersebut 

yang telah dilakukan autopsi forensik di setiap kabupaten (di lingkup Polres) di Provinsi Bali selama 

lima tahun terakhir, yang diperlukan oleh: 

 

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni 

Nomor Induk Mahasiswa 2114101002 

F a k u l t a s : Hukum dan llmu Sosial (FHIS) 

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan 

Program Studi : Ilmu Hukum 

Nomor HP 081246208949 

 

 

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

 

 

A.n. Dekan, 

Wakil Dekan I, 

Dewa Gede Sudika Mangku 

NIP 198412272009121007 

 

Tembusan 

1. Arsip 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja 

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id 
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Nomor : 1509/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 30 Juli 2024 

Lampiran : 1 (Satu) Gabung 

Hal : Pengumpulan Data 

 

Kepada Yth. : 

Polres Buleleng 

Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng, 

Kabupaten Buleleng - Bali 

di Tempat 

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN 

PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK 

PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan 

data melalui wawancara tentang implementasi kewenangan penyidik mengajukan permintaan 

otopsi pada kasus kematian yang diduga tindak pidana di Buleleng, yang diperlukan oleh: 

 

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni 

Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002 

F a k u l t a s : Hukum dan llmu Sosial (FHIS) 

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan 

Program Studi : Ilmu Hukum 

 

 

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

 

 

A.n. Dekan, 

Wakil Dekan I, 

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM. 

NIP 198412272009121007 

 

Tembusan 

1.  Arsip 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja 

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id 
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Nomor : 1604/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 8 Agustus 2024 

Lampiran : 1 (Satu) Gabung 

Hal : Pengumpulan Data 

 
 

Kepada Yth. : 

Polsek Seririt 

Jalan Sudirman No.90, Seririt, 

Kabupaten Buleleng - Bali 

di Tempat 

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN 

PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK 

PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan 

data melalui wawancara tentang implementasi kewenangan penyidik mengajukan permintaan 

otopsi, yang diperlukan oleh: 

 

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni 

Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002 

F a k u l t a s : Hukum dan llmu Sosial (FHIS) 

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan 

Program Studi : Ilmu Hukum 

 
 

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

 
 

A.n. Dekan, 

Wakil Dekan I, 

Dewa Gede Sudika Mangku 

NIP 198412272009121007 

 

Tembusan 

1. Arsip 
 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja 

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id 
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Nomor : 1509/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 30 Juli 2024 

Lampiran : 1 (Satu) Gabung 

Hal : Pengumpulan Data 

 

Kepada Yth. : 

Kejaksaan Negeri Buleleng 

Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng, 

Kabupaten Buleleng - Bali 

di Tempat 

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul 

“IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MENGAJUKAN 

PERMINTAAN AUTOPSI PADA KASUS KEMATIAN YANG DIDUGA TINDAK 

PIDANA DI KABUPATEN BULELENG”, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan 

data melalui wawancara tentang bagaimana implikasi hukum terhadap proses pembuktian di 

persidangan bila suatu perkara tidak dilengkapi dengan hasil otopsi, yang diperlukan oleh: 

Nama Mahasiswa : Kadek Diah Karuni 

Nomor Induk Mahasiswa : 2114101002 

F a k u l t a s : Hukum dan llmu Sosial (FHIS) 

Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan 

Program Studi : Ilmu Hukum 

 

 

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih. 

 

 

A.n. Dekan, 

Wakil Dekan I, 

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku,S.H.,LLM. 

NIP 198412272009121007 

 

Tembusan 

1.  Arsip 

 
 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI 

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL 

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja 

Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id 
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LAMPIRAN 02 

PEDOMAN WAWANCARA 
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LIST PERTANYAAN POLRES BULELENG : 

1. Dalam beberapa tahun terakhir ini, apakah angka kasus kematian karena 

tindak pidana bisa dikategorikan tinggi? 

2. Biasanya dari kasus-kasus kematian karena tindak pidana itu berasal dari jenis 

tindak pidana apa saja ? 

3. Nah dari sekian banyak kasus kematian yang diduga tindak pidana, sekitar 

berapa % dari kasus tersebut yang dilakukan proses autopsi? 

4. Dari perspektif bapak selaku penyidik, seberapa penting kah hasil autopsi bagi 

proses penyidikan? 

5. Dari kasus-kasus kematian yang ada, apa yang menjadi dasar pertimbangan 

penyidik untuk memutuskan bahwa kasus ini membutuhkan autopsi forensik 

dan kasus ini tidak diperlukan proses autopsi forensik? 

6. Bagaimana secara prosedur pelaksanaan autopsi dimulai dari adanya penemuan 

mayat hingga autopsi tersebut dilaksanakan? 

7. Misalnya saat penyidik akan mengajukan permintaan autopsi, secara prosedural 

apakah pihak penyidik memerlukan izin dari pihak keluarga dan apa dasar dari 

hal tersebut?  

8. Jika pihak keluarga korban menolak untuk dilakukan proses autopsi, 

bagaimanakah tindakan penyidik apakah tetap melaksanakan kewenangan 

tersebut atau menerima penolakan dari pihak keluarga? 

9. Dari 5 tahun terakhir, adakah kasus kematian yang mana keluarga menolak 

autopsi sehingga proses autopsi tersebut akhirnya tidak dilakukan ?  

10. Apa yang menjadi pertimbangan/permasalahan bagi penyidik sehingga tidak 

melakukan autopsi saat keluarga menolak, bukankah penyidik memiliki 

kewenangan ssuai pasal 134 KUHAP bahwa jika dalam 2x 24 jam penyidik 

dapat mengajukan Visum et repertum, dan juga ada kewenangan pasal 222 

KUHP untuk yang menghalang-halangi, mengapa penyidik tidak menerapkan 

pasal tersebut?  

11. Terhadap kasus kematian yang diduga tindak pidana namun tidak dilakukan 

proses autopsi, bagaimana implikasi hukumnya terhadap proses penyidikan? 

12. Menurut bapak selaku penyidik, kira-kira apa yang menjadi alasan keluarga 

menolak dilakukan proses autopsi? 
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13. Misalnya dari fenomena penemuan mayat, pertama-tama itu kan proses 

penyelidikan untuk mene ntukan apakah peristiwa tersebut tindak 

pidana/bukan, nah contohnya penemuan mayat di sumberklampok itu menurut 

berita pihak keluarga menolak autopsi dan menerima sebagai sebuah musibah, 

nah dari segi prosedural bagaimana Bpk terkait misalnya penemuan mayat 

namun keluarga menolak autopsi.  
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LIST PERTANYAAN POLSEK SERIRIT : 

1. Mengapa kasus kematian Wayan Budra tidak dilakukan proses autopsi 

forensik? 

2. Menurut Bapak selaku penyidik, seberapa penting proses autopsi tersebut 

dilakukan dalam menangani kasus kematian yang diduga tindak pidana? 

3. Bagaimana prosedur hukum pelaksanaan autopsi forensik? 

4. Apakah saat akan melakukan autopsi forensik memerlukan persetujuan dari 

pihak keluarga korban? 

5. Bagaimana jika keluarga korban menolak proses autopsi forensik? 

6. Apa yang menjadi dasar pertimbangan suatu perkara memerlukan autopsi dan 

tidak? 

7. Dalam kasus kematian Wayan Budra, apa saja kendala yang Bapak hadapi 

karena perkara ini tidak dilengkapi dengan hasil autopsi, bagaimana 

pengaruhnya terhadap proses penyidikan? 

8. Penyidik memiliki wewenang sesuai dengan Pasal 133, 134 KUHAP dan 222 

KUHP bagi orang yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan proses 

bedah mayat, mengapa saat ada penolakan autopsi dari pihak keluarga justru 

penyidik menerima penolakan tersebut? Apa yang menjadi kendala sehingga 

kewenangan terdrbut tidak maksimal diimplementasikan? 
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LIST PERTANYAAN KEJAKSAAN NEGERI BULELENG 

1. Mengapa kasus kematian Wayan Budra tidak dilakukan proses autopsi 

forensik? 

2. Apa yang menjadi pertimbangan sehingga saat penyidik menyerahkan Berkas 

Perkara atas Kasus kematian Wayan Budra dengan 3 orang tersangka (Gede 

Muliasa, Gede Ardika, dan Nyoman Mangku Suriyana)  tidak dinyatakan P-19 

terkait pelaksanaan autopsi forensik? 

3. Bagaimana implikasi hukum tidak dilakukannya proses autopsi terhadap proses 

pembuktian di persidangan ? 

 

RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA BALI 

Permohonan data kasus kematian yang diduga sebagai akibat tindak pidana selama 

5 tahun terakhir dan jumlah kasus kematian yang dilakukan autopsi forensik 

(seluruh Polres dan Polresta di Provinsi Bali) 
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LAMPIRAN 03 

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 
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 DAFTAR INFORMAN PENELITIAN 

 

1. Nama : I Dewa Gede Agung Sudiartha, S.H. 

 Jabatan : Ps. Kaur Mintu Satreskrim Polres Buleleng 

   

2.  Nama : AKP I. B. Permana, D.P., S.H. 

 Jabatan : Kanit Reskrim Polsek Seririt 

   

3. Nama : BRIPKA I Gusti Nyoman Dharmayasa 

 Jabatan : Penyidik Reskrim Polsek Seririt  

   

4.  Nama : Made Juni Artini, S.H 

 Jabatan : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Buleleng 
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LAMPIRAN 04 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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Dokumentasi permohonan pengambilan data kasus kematian sebagai akibat 

tindak pidana dan jumlah kematian yang dilakukan autopsi di Polda Bali tepatnya 

di Reskrimum. 

 

 

Data jumlah kasus kematian karena tindak pidana dan dilakukan autopsi 

(sumber : Ditreskrimum Polda Bali) 
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Dokumentasi wawancara dengan Ps. Kaurmintu Satuan Reserse Kriminal Polres 

Buleleng, yaitu Bapak Aiptu. I Dewa Gede Agung Sudiartha, S.H. 

 

Data jumlah kasus kematian karena tindak pidana (sumber : Satreskrim Polres 

Buleleng). Data berikut ini terhitung sejak 2019-2023 terdapat 15 kasus dan 1 

kasus di tahun 2024 sesuai dengan data dari Polda Bali. Untuk menyelaraskan 

jumlah kematian  selama 5 tahun terakhir dari Polda Bali yang terhitung sejak 

2020-2024, maka jumlah kematian karena tindak pidana di Kabupaten Buleleng 

adalah 14 kasus.  
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Dokumentasi wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Seririt yaitu Bapak 

AKP I. B. Permana, D.P., S.H. dan penyidik yang menangani kasus kematian 

Wayan Budra yaitu BRIPKA I Gusti Nyoman Dharmayasa. 
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Dokumentasi wawancara dengan Jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri 

Buleleng yaitu Ibu Made Juni Artini, S.H.   
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